
 
 

 
 

 
 

BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA 

NOMOR   8   TAHUN 2023 
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NATUNA, 

 
 

Menimbang : a. 
 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan urusan  
Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menjadi  

kewenangan Pemerintah Provinsi perlu melakukan 
pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 
Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah    
Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha 
Perikanan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

    2. 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34   Tahun 
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 53   Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah 

SALINAN 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073); 

  4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan 
Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5870) sebagaimana telah diubah bebrapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang 

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan 

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5719); 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2021 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138         

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1956); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 

2021 Nomor 16); 



-3- 
 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA 

dan  
BUPATI NATUNA 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 16 
TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN. 

 
Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 

2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005 Nomor 16) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Natuna. 

 

 
Ditetapkan di  
pada tanggal 17 Oktober 2023   

BUPATI NATUNA, 
 

             ttd 
 

WAN SISWANDI 

 
Diundangkan di Ranai 

pada tanggal 17 Oktober 2023 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 

 
ttd 
 

BOY WIJANARKO VARIANTO 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 38 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI 
KEPULAUAN RIAU : 8,31/2023 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 
 

KHAIRUNNISAK, S.IP 
NIP. 197902042007012007 


